
 

 

 
 

 
 

BUPATI TANGERANG 

PROVINSI BANTEN 

 
PERATURAN BUPATI TANGERANG   

NOMOR 82 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013-2018 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 
 

BUPATI TANGERANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tangerang, maka Peraturan Bupati Tangerang 
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama Tahun 2013-2018 di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu ditinjau kembali 

untuk disesuaikan; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 

2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tangerang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4010); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4.Undang-Undang... 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 80);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 
Daerah; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara  Nomor:Per/20/M.Pan/11/2008 tentang 

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;  

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 

Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058); 

 

12.Peraturan... 
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12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun2010 

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 
dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1842);  

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah 

Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor  5  
Tahun 2013 tentang  Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 

2013 Nomor 05),  sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor  11  

TAHUN 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tangerang Nomor  5  Tahun 2013 tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 11); 

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 
Nomor 0108); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116); 

18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2016 
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas 

Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Daerah Kabupaten 

Tangerang Tahun 2016 Nomor 83); 
 

19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2016 
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas 
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Daerah Kabupaten 
Tangerang Tahun 2016 Nomor 83); 

 
 

MEMUTUSKAN:... 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA 
UTAMA TAHUN 2013-2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN TANGERANG. 
 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tangerang. 
4. Bupati adalah Bupati tangerang. 

5. Insepktorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRDdalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.  

7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan 
urusan Pemerintahan Daerah.  

8. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan 
fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Daerah. 

9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten 
Tangerang sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh 
camat.  

10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis 
Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu.  

11. Unit Kerja Mandiri adalah adalah unit organisasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki dan 
mengelola sumber daya berupa sumber daya manusia, 

anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di 
lingkungannya. 

12. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara 
kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, 

keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang 
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 
atau kegiatan. 

13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU 
merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan 

kinerja utama instansi pernerintah sesuai dengan tugas 
fungsi serta mandat (core business) yang diemban. 

14.Kinerja... 
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14. Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah gambaran 
mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan 

instansi Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari 
visi, misi, dan strategi instansi Pemerintah Daerah yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program 

dan kebijakan yang ditetapkan.  

15. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen 
khususnya membandingkan tingkat kinerja yang 

dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan 
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.  

16. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan 
pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan 

kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: 
a. hasil pengukuran kinerja; dan                          b. 
identifikasi, analisis, serta antisipasi masalah yang 

timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil 
tindakan sedini mungkin 

17. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah 
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 

18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara 

nyata oleh instansi Pemerintah Daerah dalam rumusan 
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek 

dari tujuan.  

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu 

atau lebih kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan 
oleh instansi Pemerintah Daerah untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperolah alokasi anggaran 

sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, 
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya berupa personil (sumber daya manusia), barang 
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber 
daya tersebut.  

21. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian sasaran stategis dan tujuan 
program dan kebijakan.  

22. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran 

strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. 
 

Pasal 2... 
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Pasal 2 
 

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun                   
2013-2018 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tangerang adalah : 
a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan 

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja 
secara baik;  

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian 

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang 
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja. 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 3 

 

(1) Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama Tahun                 
2013-2018 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tangerang terdiri dari : 
a. IKU Pemerintah Kabupaten Tangerang;dan 

b. IKU OPD Kabupaten Tangerang.  
 

(2) Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-

2018 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 4 

 

Setiap OPD wajib menetapkan IKU OPD dengan mengacu 
pada IKU OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Bupati ini  
 

BAB III 
KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Pasal 5 
 

(1) IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, 
merupakan acuan yang digunakan oleh OPD sebagai 

dasar untuk : 
a. Perencanaan Tahunan; 
b. Perencanaan Anggaran; 

c. Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja; 
d. Pengukuran kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

dan Evaluasi Kinerja OPD;dan 
e. Permantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan 

program dan kegiatan-kegiatan. 
 
 

(2)Laporan... 
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(2) Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Kinerja OPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. 

 
BAB IV 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

Pasal 6 

 
(1) Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Tangerang 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, 
mengacu pada RPJMD Kabupaten Tangerang  Tahun 

2013-2018. 
 

(2) Penetapan IKU OPD sebagaimana dimaksud pada                   

Pasal 3 ayat (1) huruf b, mengacu pada IKU Pemerintah 
Kabupaten Tangerang. 

 
(3) IKU pada setiap tingkatan Organisasi meliputi indikator 

kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

a. IKU Kabupaten Tangerang  paling kurang memuat 
indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, 
tugas dan fungsi; 

b. IKU OPD paling kurang memuat indikator keluaran 
sekurang-kurangnya menggunakan indikator 

keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan 
tugas. 

 
(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan 

beberapa hal yaitu:  
a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan 

akuntabilitas kinerja; 
b. kebutuhan data statistik pemerintah; 

c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan 
ilmu pengetahuan. 

 
BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 7 

 
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan 

Peraturan Bupat ini, Inspektorat diberi tugas untuk : 
a. melakukan review atas capaian kinerja setiap OPD dalam 

rangka memastikan kedalaman informasi yang disajikan 

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja; 
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan 

bupati dan melaporkan kepada Bupati.  
 

BAB VI... 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Maka 

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 28 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018                    
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 9  
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang. 
 

 
 

                                                                           Ditetapkan di Tigaraksa  
                                                                     pada tanggal 20 Nopember 2017 

 

 BUPATI TANGERANG,  
 

  
                Ttd 

 
 

A. ZAKI ISKANDAR 

 
Diundangkan di Tigaraksa  

pada tanggal  20 Nopember 2017 
 

   SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG, 
 

                             Ttd 

 

          MOCH. MAESYAL RASYID  

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR   82   


